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PENDUDUK INDONESIA, TAHUN 2021

273,9 Juta Jiwa

Sumber: Dukcapil Kemendagri, 2021

84,4 juta ©
(31,6%)

Sumber: BPS, 2020

/ 53,6% Keluarga

e BB 54
50,5% 49 5% perempuan berada di usia 91,2 juta ,h i
k’ I (I)( ’ ’ prOdUktlf Sumber: Susenas, 2020 il ‘;xu
Laki-laki Perempuan =t

Total Perempuan dan Anak 65,2% [ POTENSI BANGSA




Komitmen Global

CEDAW (1984)
Beijing Platform for Action (1995)

SDGs 2030

Komitmen
Pemenuhan
Hak-Hak Dasar
Perempuan

Prinsipnya, equal justice for all atau kesetaraan keadilan bagi
semua, hukum tidak membedakan seorang atau diskriminasi

berbasis gender.

Komitmen Nasional

Perlindungan dan pemenuhan hak yang
setara bagi seluruh rakyat Indonesia,
termasuk perempuan dan anak telah
diamanatkan dalam Konstitusi UUD Negara
RI Tahun 1945

p Pengarusutamaan
Inpres Nomor 9 Gender dalam
Tahun 2000 Pembangunan Nasional
-
________________ ,

4 [ |
RPJPN 2025-2045 ' Pembangunan |
I |

|

RPJMN 2025-2029 SDM
Y $@— - - — - — — - - - — — — — — — — |

Membangun SDM

Percepatan pelaksanaan PUG di K/L, Pemda dan
desa melalui penguatan regulasi dan perbaikan tata

Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan
Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif
Penguatan upaya pencegahan dan penanganan KtP

1.
Strategi
Peningkatan kelola
Kesetaraan 2.

3.
Gender, 4
Pemberdayaan, 5

dan Pelindungan
Perempuan

Penguatan tata kelola layanan, melalui penguatan
regulasi, peningkatan kapasitas SDM I|embaga
layanan

pekerja keras
yang dinamis
produktif,
terampil,
menguasai ilmu
pengetahuan dan
teknologi
didukung dengan
kerja sama
industri dan
talenta global



Dasar Hukum PUG

M Instruksi Presiden No. 9Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Mengamanatkan pengintegrasian gender ke
dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.

Kepmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan di Daerah => diperbarui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

M Permenkeu No. 104 Tahun 2010 dan Permenkeu No. 93 Tahun 2011 => Implementasi ARG diperluas ke bidang sosial,
ekonomi, dan politik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

M UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 =>“mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender,
dan masyarakat inklusif”’ merupakan salah satu dari 9 arah Transformasi Sosial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015

tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan
- Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990).

Surat Edaran Nomor Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Tahun 2024 tentang

Percepatan Penyelenggaraan Pengarusutaaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Draf Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi PUG (Proses Harmonisasi)



Indikator Capaian Implementasi
L PUG

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun
2022: 91,63 => 19 provinsi memiliki IPG di
bawah IPG Nasional

1KG

' t I Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
@ Tahun 2022: 0,459 =>

« Ranking 110 dari 191 Negara

« Ranking 7 dari 10 Negara ASEAN

« Ranking 18 dari 19 Negara G20
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Kondisi Umum Kesetaraan ERREE ( K §

Gender, Pemberdayaan, dan
~ Perlindungan Perempuan Indeks Ketimpangan Gender

0.49

« Ketimpangan gender mengalami penurunan
(baik), IKG tahun 2023 sebesar 0,447 turun
dari tahun 2019 0,49

Proporsi perempuan usia 15-49  \5sjh 2019 2020 2021 2022 2023
ahun yang melahirkan hidup mencapali

k di fasilitas kesehatan (MTF) 0,126 . o :42.26%
(2023) Persentase Penduduk 25+ laki- @ . 37.60%
laki & perempuan dgn 0 (2023)
pendidikan SMA ke atas
Proporsi perempuan pernah kawin  \,.<ih,
15-49 tahun yang saat melahirkan mencapai g
hidup pertama berumur kurang 5 554 Proporsi Perempuan di Posisi mencapai
darl 20 tahun (MHPKZO) églqge?) BPS Managerial 35’02%

2024 (2023)
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g DE " KETIMPANCAN
GENDE

PROVINSI JAWA TENCAH TAHUN 2024

[Indeks Ketimpangan Gender-IKG) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kabupaten / Kota

2023
RITA RESM: STATISTIK No. 31/05/33/Th. XIX, 5 M 202 EIS8

3300 PROVINS| JAWA TENGAH 0,338
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Kondisi Umum Kesetaraan

Gender, Pemberdayaan, dan
~ Perlindungan Perempuan

Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia semakin
berkurang. Hal ini terlihat dari capaian IPG yang mengalami peningkatan
dalam 5 tahun terakhir.

IPG Indonesia pada tahun 2023 sebesar 91,85 mengalami peningkatan (0,22
poin) dibandingkan tahun 2022 sebesar 91,63 Peningkatan nilai IPG
disebabkan peningkatan IPM perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki
sehingga kesenjangannya menurun. Capaian ini telah melebihi target yang
ditetapkan pada RPJMN dan Renstra Kemen PPPA tahun 2024 yaitu 91,39.

Peningkatan IPG ini dapat terlihat dari capaian dimensi dan indikator-
indikator pembentuknya. Beberapa indikator pembentuk IPG yang sudah
baik capaiannya adalah perempuan (74,18 tahun) berumur lebih panjang
dibandingkan laki-laki (70,17 tahun) dan tidak ada perbedaan peluang
lama sekolah antara perempuan (13,33 tahun) dan laki-laki (12,98 tahun).
Sedangkan, indikator pembentuk IPG yang yang masih perlu diperjuangkan
adalah lama sekolah perempuan (8,48 tahun) lebih rendah dibandingkan
dengan laki-laki (9,07 tahun) sehingga perlu ditingkatkan dan
perekonomian masih di dominasi oleh laki-laki (pengeluaran perkapita
untuk laki-laki sebesar Rp. 16.738 dalam ribu rupiah per orang per tahun
sedangkan perempuan sebesar Rp. 9.578 dalam ribu rupiah per orang per
tahun atau mempunyai ketimpangan Rp. 7.157 dalam ribu rupiah per
orang per tahun.

Q8
=

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

91.85
91.63

91.27
91.07 91.06

2019 2020 2021 2022 2023

Usia Marapon Midup (tahun) Hacapan Lema Sekolah (talyn)

Sumber: BPS, 2024




Kabupaten / Kota

3300 PROVINS| JAWA TENGAH
3301 Kabupaten Cilacap

3302 Kabupaten Banyumas
3303 Kabupaten Purbalingga
3304 Kabupaten Banjarnegara
3305 Kabupaten Kebumen
3306 Kabupaten Purworejo
3307 Kabupaten Wonosobo
3308 Kabupaten Magelang
3309 Kabupaten Boyolali

3310 Kabupaten Klaten

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

[IPG] Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2023

92,87

87,34

8914

93,51

95,09

93,37

95,34

92,95

92,49

94,70

85,79

Kabupaten / Kota

3300 PROVINS! JAWA TENGAH
3301 Kabupaten Cilacap

3302 Kabupaten Banyumas
3303 Kabupaten Purbalingga
3304 Kabupaten Banjarnegara
3305 Kabupaten Kebumen
3306 Kabupaten Purworejo

3307 Kabupaten Wonosobo

[IPG] Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2024

93,00

87,41

89,27

93,74

9519

9341

9N

03,02



® Kekerasan Terhadap
Perempuan (KTP)

SPHPN menunjukan bahwa Prevalensi
kekerasan terhadap perempuan menurun dari
tahun 2016 sebesar 33,4% menjadi 24,1% pada

t@e%%(\)%élHidup

Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual
terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh
pasangan dan/atau selain pasangan selama
hidup, 2016 2021 2024

Fisik
2016 Fisik dan/atau
2021 Seksual
2024 2016

i I 2021

eKsua 2024
2016
2021
2024

Pemotongan/ *  21,3% anak perempuan dari perempuan 15-49
Pelukaan Genitalia yang tinggal bersama dan menjalankan praktik
Perempuan (Sunat sunat perempuan kriteria WHO

Perempuan) * 33,7% anak perempuan dari perempuan 15-49

yg tgl bersama, menjalankan secara simbolis

* Prevalensi KBGO terhadap perempuan oleh
KBGO selain pasangan selama hidup sebesar 11%
pada 2021 dan 7,5% pada 2024

1dari5

m perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami KDRT dalam
setahun terakhir.

Tindak Pidana . 357 korban perempuan TPPO dari total 640
Perdagangan korban (Bareskrim Polri, 2023)
Orang (TPPO)

B lata Simfoni jumlah laporan KtP meningkat

sepanjang 2019-2024, tahun 2024 terdapat 31.947 kasus & korban
34,552 orang



Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
PROVINSI JAWA TENGAH

Grafik Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Tabel Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025 (Mei) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025 (Mei)
= 1,349 T T 7 B
1,229 1,224 :
lah Korban Kekerasan 2110 2287 2207 2338 2420 m
Korban Kekerasan berdasarkan Jenis
Kelamin :
Laki - laki 436 3% %9 469 464 152
- ” e 1,019 Anak kL) 307 5 3 M2 140
V 3 Dewasa 104 83 4 56 52 12
Perempuan 1.674 1.867 1.918 1.869 1.956 620
Anak 865 822 m 914 937 303
Dewasa 809 945 939 955 1.019 37
Korban Kekerasan berdasarkan
317 Kelompok Umur ;
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Anak 1197 1229 1224 1321 1.349 443
X  Dewasa 913 1.028 983 1.011 1.071 29
—Perempuan —Anak - S ot - - LR
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x . : STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui integrasi perspektif gender ke dalam proses pembangunan,
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan

s w— —— ———— -

o e B e S o N
I! |
I |
| i
= PUG KESETARAAN GENDER |
{ SEBAGAI STRATEGI > (Mapusua seutuhnya; Sejahtera,
N—— i PEMBANGUNAN Adaptif, Berakhlak Mulia, Berbudaya
PEREMPUAN I Maju, dan Berdaya Saing) =
|
|
I I
| |
| I Bidang Pembangunan :
PENGALAMAN, HAMBATAN, PERMASALAHAN, : Pendidik |
KEBUTUHAN, DAN ASPIRAS| YANG BERBEDA i , 2 Kezeh X ar? :
l | Rroses gemitsan guna Pzrlinguigan Sosial =
AKSES, PARTISIPASI, KONTROL, DAN MANFAAT H :ng:;;g%agnga:ﬂn « Ekonomi dan Ketenagakerjaan =
PEMBANGUNAN I AR « Politik dan Pengambilan I
«akeanean —>  Keputusan |
l | . Pemantauan L |
KETIDAKADILAN GENDER: BEBAN GANDA, ' « Evaluasi 2 : |
' « Lingkungan Hidu l
STEREOTIP,SUB ORDINASI, KBG, & MARGINALISASI I « Pengawasan , gan fiaup ,
| . Pelaporan » Infrastruktur, dll I
KETIMPANGAN CAPAIAN PEMBANGUNAN I |
j | PRINSIP PELAKSANAAN : PANCASILA dan UUD 1945 }
' |
" - L 7




Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

'Bi_dalt(k_ao!any_a Akses yang sama dalam Y di
SSLULILLIES program/kegiatan bere)bsa?ggir%?(rj]ar:g

antara Aktif dalam berpartisipasi dan pembangunan

gfﬁgﬁﬂgﬂi kontrol atas pembangunan

aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan memastikan terciptanya kebijakan,
dan laki-laki ke dalam seluruh tahapan pembuatan program dan kegiatan yang responsif

kebijakan dan program pembangunan gender”

Integrasi perspektif gender atau pengalaman, :: “Menjadi tugas kita bersama untuk




KERANGKA KERJA LOGIS PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER M

Sasaran Pembangunan Kesetaraan Gender (RPJMN 2025-2029)
IMPACT * Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender
* Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender

Kesetaraan Gender

Meningkatnya rata-rata lama sekolah (data terpilah)

Meningkatnya angka harapan hidup (data terpilah)
OUTCOME Meningkatnya TPAK Perempuan

Meningkatnya partisipasi politik perempuan

OUTPUT Berbagai hasil langsung dari Urusan/Program/Kegiatan/subkegiatan responsif gender di
berbagai sektor Pembangunan

Strategi PUG
(Mainstreaming)

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan responsif gender di berbagai sektor
PROSES pembangunan disusun, dianggarkan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan diawasi

Pendidikan Perlindsos Politik Ekonomi Perdamaian dan Kesehatan Hukum Agama —

INPUT Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, Sarana dan Prasarana

Sumber: KPAPO Bappenas




IE14 - Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ;’y%

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu
orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (no one left behind)

' INDONESIA |

EMAS

ARAH KEBIJAKAN:

- Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses
Indeks Ketimpangan

pembangunan secara komprehensif
Gender (IKG)

0,458 8@8 Penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi
(2025) W kesenjangan kelompok rentan, melalui peningkatan kepemimpinan perempuan,
‘ pemberdayaan perempuan di ekonomi, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif;
o\ Penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial
0’150 yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan
(2045) p pengetahuan, peningkatan

transparansi dan akuntabilitas, pengembangan mekanisme
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (fpglntif, — dan pelibatan vibrant community.
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Alasan Revitalisasi PUG Dampak Positif Revitalisasi PUG

Ketimpangan gender stagnan selama 20
tahun.

Missing link antara perencanaan jangka
menengah dan tahunan.

PUG belum diterapkan secara menyeluruh
terbatas di PPRG

Kelembagaan PUG lemah dan kurang
koordinasi. Tidak ada rencana kerja pokja &
tidak dipantau

Pendanaan terbatas dan tidak
berkelanjutan.

SDM kurang terlatih dalam penerapan PUG.

Partisipasi masyarakat rendah, terutama
kelompok rentan.

Tidak sesuai regulasi terbaru (PP 17/2017,
UU 23/2014).

Kebijakan responsif gender di semua sektor
pembangunan.

Perencanaan tersambung dengan GAP 4 langkah &
Gender Action Budget (GAB)/TOR RG.

Penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui
indikator gender di seluruh proses pembangunan

Koordinasi kelembagaan PUG yang lebih kuat dan
terintegrasi.

Pendanaan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas
pihak.

Peningkatan kapasitas SDM dan kompetensi aparatur
pemerintah.

Partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan
kelompok rentan.

Keselarasan dengan regulasi nasional dan percepatan
pencapaian SDGs (Tujuan 5).




INDIKATOR EVALUSI PUG

| PELEMBAGAAN PUG (120) 1.REGULASI/KEBIJAKAN
2. SDM DAN INTERNALISASI

3. DATA TERPILAH

1 INTEGRASI PUG DALAM 7 PROSES PEMBANGUNAN (780) 1. PERENCANAAN
2. PENGANGGARAN

3. PELAKSANAAN
a. Output yang mendukung Pemberdayaan Perempuan
b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
(LPLPP)
c. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
d. Ketersediaan Layanan bagi perempuan korban kekerasan
e. Ketersediaan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia

Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP)

Peningakatan Keluarga dalam mewujudkkan KG

Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Keluaga (LPLPKK)

h Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG

i. Program Pembagangunan Berbasis Kewilayahan

i Outcome Penyelenggaraan PUG
k.
l

m

Ketersediaan Sarana dan Prasarana RG
Pembinaan Pemda Kab/Kota kepada D/K
m. DKRPPPA
4. PEMANTAUAN
5. EVALUASI
6. PENGAWASAN
7. PELAPORAN

1l INOVASI (100)
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AFPE Mentor

PETA SEBARAN PEROLEHAN PENGANUGERAHAN PARAHITA EKAPRAYA 2023
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PERBANDINGAN PEROLEHAN
PENGHARGAAN

TAHUN 2016 s.d 2023

APE 2016 APE 2018 APE 2021 PPE 2023
KATEGORI
K/L PROV |KAB/KOTA|  K/L PROV |KAB/KOTA|  K/L PROV |KAB/KOTA|  K/L PROV |KAB/KOTA

MENTOR 4 6 5 6 4 4 7 4 4 3 2 3

UTAMA 3 4 19 1 8 36 0 13 59 4 4 12

NINDYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 40

MADYA 2 4 41 1 8 75 6 4 91 2 6 82
PRATAMA 3 3 19 0 2 44 0 8 112 2 5 100
TOTAL 12 17 84 8 22 159 13 29 266 12 25 237




HASIL PROVINSI 2022

Fvaluasi PUG Nilai EM 935.63 | Nilai VA 947.86 | Nilai VL 882.86 | Nilai VF 905.01 | Nilai Maksimal 1000

Pulau : JAWA
Provinsi : JAWA TENGAH

PELEMBAGAAN PUG EM 107.01 VA107.01 V /.01 VF107.01 Nitai Maksimal 125.0
PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN EM 728.62 VA 740.85 VL 740.85 VF 763.00 Nilai Maksimal 775.0
INOVASI EM 100.00 VA 100.00 VL 35.00 VF35.00 Nilai Maksimal 100.0

® KPPDANPA O @KPP_PA (©@KEMENPPPA D KEMEN PPPA @WWW.KEMENPPPA.GO.ID



HASIL PROVINSI 2023

Evaluasi PUG

Pulau: JAWA
Provinsi ; JAWA TENGAH

PELEMBAGAAN PUG

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN

INOVASI

Nilai VA 828.46 | Nilai EM 941.91 | Nilai Maksimal 1000

0,00% VA 107.22 EM 108.82 Nilai Maksimal 125.0

100.00% VA649.24 EM 733.09 Nilai Maksimal 775.0

100.00% VA72.00 EM 100.00 Nilai Maksimal 100.0C

® KPPDANPA O @KPP_PA (©@KEMENPPPA D KEMEN PPPA @WWW.KEMENPPPA.GO.ID



UPDATE JADWAL TENTATIVE PPE 2025

KEGIATAN TANGGAL KETERANGAN

I Rapat Koordinasi PPE 14 Mei 2025 Luring: Dep PHP, Dep KG & SKM

Penyelesaian VA (terakhir) 22 Mei 2025 Dep PHP, Dep KG diakses melalui
https://bit.ly/masukanindikatorPPE2025
=T update Aplikasi dan Ujicoba 7 Maret s.d Minggu 30 Mei 2025 Tim Aplikasi dan Ujicoba online: ke K/L/PD
Bimtek Internal 26 JUNI 2025 Online
Bimtek Pengisian Evaluasi PUG MINGGU KE 4 SEPTEMBER 2025 Online

bagi K/L dan Provinsi, Kab/Kota

Evaluasi Mandiri K/L/PD OKTOBER 2025 Dapat diakses melalui aplikasi:
evaluasipug.id

Verifikasi Administrasi MINGGU KE 1-2 NOVEMBER 2025 Dep PHP dan Dep KG

Verifikasi Lapangan MINGGU 3-4 NOVEMBER Online

Verifikasi Final MINGGU 1 DESEMBER 2025 Online

Pemberian Penghargaan 22 Desember 2025 PHI


https://bit.ly/masukanindikatorPPE2025
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Matriks Umum Hasil Evaluasi PUG

Jawa Tengcah

Kabupaten/Kota di

f;;:;;gnri Temuan Umum di Kabupaten/Kota Relkomendasi Tindalc T .an jut
Sebagian besar daerah sudah memiliki
regulasi dasar {(Perda/Perbup/Pervwvwali), . ]

. . L.engkapi regulasi turunan
Regulasi namun belum lengkap diturunkan ke aturan lalui SE  Fepal D ah
TUUmum PUG |[teknis vang memuat 7 proses PUG. Integrasi mf': St e cpata I

PUG di RPIMD dan RKPD masih belum|JW<?1s teknis
konsisten.

Perkuat peran Pokja sebagai
Pokja PU G sudah terbentuk di hampir semual|forum koordinasi strategis,

Polija PUG

daerah, tetapi perannva masih adm inistratif,
belum optimal mendorong integrasi PUG
lintas sektor.

susun Rencana Kerja Pokja dan
Rencana Aksi PUG tahunan dan
5 tahuna, serta pastikan
keterlibatan OPID kunci.

Focal Point

1. Focal point sudah ditunjuk, namun belum

Tetapkan SEK formal focal point

& d semua daerah memiliki SK formal. & gender champion. Pastikan
Ch iﬁ:l 2. Gender champion masih terbatas padallada i seluruh OPID> dan
P OPD tertentu. lampirkan laporan kegiatan

IL.aksanakan prelatihan

SDM PUG

Rata-rata SIDM terlatih masih rendah (sekitar
10—-152%6). OPD kesulitan menerapkan GAP
S GBS

PUG/ GAP/ GBS secara berkala
dan terdokumentasi. Misalnvyal
Target peningkatan SIOM
terlatih minimal 30%6 per tahun.

IData
Terpilah
Selitoral

Dataterpilah gender dan anak masih terbatas.
Hanva sebagian kecil OPID memiliki data
sektoral lengkap dan ter-update.

Integrasikan pengelolaan data
dengan aplikasi nasional.
Pastikan OPD menvajikan data

sektoral setiap tahun.




Aspek Temuan Umum Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Peraturan teknis terkait
perencanaan masih terbatas; 1. Susun pedoman teknis
juknis/pedoman PUG belum perencanaan PUG berbasis
lengkap. GAP.

2. Analisis gender sudah dilakukan, 2. Wajibkan pelampiran hasil
tetapi sebagian besar OPD analisis gender di RPJMD,
belum melampirkan hasil analisis RKPD, Renstra, dan Renja
gender (GAP). PD.

el el 3. Substansi gender sudah masuk 3. Pastikan substansi gender
RPJMD & RKPD, namun detail muncul secara detail pada
isu gender di Renstra dan Renja sasaran, indikator, dan
PD masih minim. program OPD.

4. Rata-rata OFPD (£90%) 4. Tingkatkan validasi dokumen
mengklaim integrasi gender, dengan monitoring rutin oleh
tetapi bukti dukung belum Bappeda & Pokja PUG.
konsisten.

s sgiiast  teknis e 1. \é\f;{:i)bkan TOR-RKA seluruh
Sekda/Perbup). mencantumkan GAFP &

. P GBS.
2. Sekitar 60—-70% OPD sudah 5 Tinakatkan alokasi ARG
menyusun AR_G,_ namun i padga bidang hu kU Py
Penganggaran A EIE Rl B EIRE N perlindungan perempuan-
3. Nilai ARG rata-rata 10—12% dari
anak.
S EID Lakukan review tahunan
4. Distribusi ARG masih dominan

pada bidang sosial & ekonomi,

sementara bidang
rendah.

hukum

terhadap kualitas ARG.
4. Perluas pendampingan
teknis ARG bagi OPD.




F ompomnern /5 Sualb-
K ateocori

T esrivaizass Llzmvsazsey i
K ahbupaten /K ota

Rekomendasi Timvdals T.anjut

1. Owutput K egiatan
Responsift (- endex

FProgram/lktegoiatan afirm asi
darn emberdasraan
e erTl U ar sudah ada = E
i dangs rolitilo, hulouarm ,
so=i1al, dann eltonormmi.
Iarmun Caipalari
dil aporlcan
administratif, beluirm
merngoatrm barkan darm palc
sy ata (in<dilcator hasil &
erubabhand.

rma=ih
sSecara

Cunalcan forrmat . atralos
P el als s aaan w7 ary = Jje=las:
lregiatan — sasaran — loltasi —
inncilcator hhasil.

FPerltuat lronsistensi laporarn
Capal ary agar terlihat has=sil
msrata, bulcan hansa output

lreoiatan.

2. 1L.avanan 1LLPIT.PF
{(Inforzm asa,

T onselin o,
Felatilhvan, -Fej axrin o
Ruajwulcan)

3. Program LLPIL.FPF
{(Sosialisasa,

F apasitas,
Femberdasyamamn)

I.F1T. P sudah tersedia = E
hampir sermua dasrah., tetapi
lap oran elurmn rmermuat

it ciar lenoclcap terlcait
Jurnilah erneritma manfaat,
lolcasi lasyamnan, dan Jenls
intervernsi.

Tebasian be=sar lasanan
tmasih folrus pada inforrmmasi
dan lronselin s, sedangl-an
Jejarir s rujulan elum
opotirmal .

FPrograrm sositalisasi dan

pelatihan (rmisalnya AR A
erermipulan )y =sudah berjalan,
marnurn dolrurnmentasi capalan

masih 11Tl 11Tl dan elurm
terulzur.

FPeninglratan lktapasitas 10504
S emberdasraan »eluirm

tmerata di =ermua OOFIT .

I . englcapi lap orarn lasranarn
dengan: jenis lasyanarn, marma
lreoiatan ., lolcas=si fre]ltuuen=l |
Juzrmlah rerneritmia mmarntfaat
(terpilah laloi-dlala/perermisuian),
serta rmitra pelalcsana.

FPastilcan data lavanan LEPI.EBPEP
lronsisten dan isa diralrses
ulblilc.

Susurn o O S AarTl secara
terstrulrtur dalatmm 3 pil are
mosialisase FPenainoclcatanmn
K apasitas, dan
FPemb erdayoaan
Elionomm i/ TTDNVTE WD

I olkurmentasilan ha=sil
pelalksanaan dengan indiltator
Ccapal arl vyarngs terulsur.

IDorong (OFPID terlcairt ¢ U A T4,
FPendidilcan Zosiald utritialc
berlxolaboras: dan memperluas
Janglkrauvan pernerirmna rmanfaat.




Komponen / Sub-

Temuan Umum di

Rekomendasi Tindak Lanjut

Kategori Kabupaten/Kota
Sebagian besar daerah
belum memiliki SK SIAP
4. SK & Laporan per bidang Gereltonte]|| b S tEERlan, Bl bosls RED
. : : bidang
SIAP (Suara Aksi ckonomi, sosial, hukum). i
: 2. Dokumentasikan seluruh

Perempuan L.aporan tahunan kegiatan . : )

. aktivitas SIAP secara periodik.

Pelopor) SIAP belum tersedia

i : : 3. Buat laporan SIAP
sebagai bagian dari laporan
PUG.
Belum tersedia pusat|{|1. Bentuk PRISMA daerah
informasi terpadu berbasis berbasis digital dan layanan tatap
= USSR S PRISMA di kabupaten/kota. muka di DP3AP2KB
it = Data dan pusat edukasi||2. Jadikan PRISMA sebagai pusat

Perempuan dan . ; !

Anak) terkait PUG masih tersebar data, edukasi, pelaporan, serta
di beberapa OPD/unit kerja rujukan layanan PUG, khususnya
tanpa koordinasi. untuk isu perempuan dan anak.
Progr e For She belum Inisiasi progr_am He For She di
dijelaskan secara rinci eVl d_engan. i i

: : a. Pelibatan laki-laki dalam
terkait tujuan, target :
advokasi kesetaraan gender.
6. Program He sasaran, dan bentuk ) i : :
) b. Pelatihan khusus bagi laki-laki
For She kegiatan.
: untuk pencegahan kekerasan.
Belum ada kegiatan i
advokasi wvang melibatkan ST S panyc pUbhk. da_n
pembentukan komunitas laki-

laki-laki secara aktif.

laki peduli kesetaraan gender.




HKompornenrn F Suulbb-

Termuuarn Urmuarm odi

Relkk<komendasi Tindalk

K atecgori HMKabup aterny K ota Larujurt
Lampirikamn dartar mitra
Feram masyaralk<at sipil (LS, Komuunnitas danm
akkademisi, media, tolk<oh omntninbusirmy=3 .
agarmad) suIdcdah ada, tetappi D ol<umentasilkanm k<t
F. Peranmn IViasy aralkat HKomntrilkzusi B elum terdata HKolabkborasi masyarakat
<ldalam P encegahhan denganm bailkk. {adwvolkkasi, layvwanarr,
Hekerasan A ohvolkasi dan lavyanan bertbasis eduulkasi)y.
Homunitas masih Sporadis , F ert<uat oorcdimnasi
Bbelum terimntegrasi dengan Torurm masyarakatk
Program pemerintah. dernganm Folja [l W Y =
daerah.
Fastikamn pemenubhan 11
UPTD PPA sudah ada di hampir N = o
Sermuua daserah, namun sebagianm SR e e e e [ Fin Y
Earu mernyaedialk<anm S5—6G jenis o -
8. UPTD FPPA & 11 lavanan J(informasi,. konseling, pendarnping AL -
Layarnanr K omm poorner Esikologis , elkornomii, huak<oam ) . (EF&VDHatE);, ’
11 lavyamnan standar Sesuial L abkaabcoar == = =F
FPermen PP B elum HKualitas lavyarnanm &=
Ssepenuubhinya tersedia. kepuasan penerima
manfaat secara periodil.
SLIsun ITeta o crarm
F U= berbbasis
Kewilayalhanm.
Eclum ada pemaetaan prograrmm L engkapi e e e

S, Program Berbhasis
HKewilayahhanr

FU S bberbasis kKewilayahiann.
CDhata capaian DY REREFPRA miasih

tertaatas , sehingga sullit

m enguilk<ur Kebaerbhasilam di tiap
w illayah .

Capalan {akses layarnan,
remberdasyaan,
Perlindungann } [2er
wilayabhy .

I Nntegrasilkan <e dal =am

Cerencanaan =
Pendgandggaran daserah.
Dokumentasik<an Sseluruiba
FProgram | I W Sl Bl S S SsLuIclah e giatanm advolkasi,
berjalan, Marmuir laporan Pelatihanmn, pembinaan, danm
B%Sﬁﬂgﬂfgi';n l<egiatan acvolkasi, monitoring .
e e [ e e e e T A Pembinaan, cdanm Suasunm iNmndil<ator Capaian
= L T e e e EPendam pingan BEeluarm DR EPA wamng rirnci =
D/ACRP P A lenal<ap . TfTeru=<ur.
( » INndik<ator Capaian rmasih INntegrasikkamn hasil capaian

uumuim , belum terpaerinmci.

| P Sol Bl S Sy dencan
Pprogram PFPUGGG prowvinmsi .




K o p omexn £
Sub-TK ategori

Temuan zmurm di Kabupaten /1K ota

Reltormendasi Tinndalc T.anjut

1. E:;?rtgliaftéagfﬂoisa biflr_:zr;:cal;an < Gunaltan Form at balcu szmvatriles
= B eberapa Femantauan sudah P ermmantauan ?EEIS. kegfta_r:ll
1. Pexrmnantawmain dilaltulcan rmelalui EHalror PTG dan t?zsdzrljtfan'ut)o ast =t
PLT <~ pendampingan (PT P astilcan 1 seéia O
=. ITarmun, ualcoti dultun o {1l aporan, 1 el A i ke an bul-cI'_:::i Avrleiin
notulensi, daftar hadir) tidals selalu = b 1- al =
len glap . permantauan secara erlcal a.
1. Peraturan telktnis evaluasi: di banvalc ﬁ%_s;ﬂ > iEE R 2 DE ETELSEE
K ab/ B ota belurm ada. T. alc 1{ 1 . tah
2. Ewvaluasi PUG sudah dilakulkan, aaﬂu aﬂme‘:?:l ;:‘I:jaﬂ = ;‘;Sf'lﬂ
2. Evaluasi tetapii belum konsisten diturunlcan ieniala ref{c:-mendasi dar::
PLT <~ l-e reltomendasi perbailcan tim dmle ]_élﬂ-l_lt i
programsltegiatan (OFEPI1D. I 'I{J ’ h i1 1 ;
= I oltumen evaluasi elum tegrasiican S N .
cepenuhnya dapat dialtses dal arm doltum en jperenncanaan
’ tahunan (EIKFPITY S BE enijal).
1. Beberapa Kab/I<. ota FPeraturan sl pedoman telcris
tel-:'_nis_ terlrait pengawasan belum pengawasan PTT G
tersedia. FPastilcan reltomendasi
%._L:T_E:;ngawasan = ITnhspelttorat sudah m el altulcan g:;%‘al:;fIzZSt cLiiia tlalen i
pemerilkksaan PUG, namun hE_lSi¥ F erlmaat l-c:'_-;:':c-:-:‘dinasi Inspelctorat
D engavw asan 1::1::311_11]':1:11 ditindalcl anjuti dengan Polkia PIT s Adan
secara menveluruh B appeda.
1. I aporan PTT & tersedia dalam Sulsun Pp_e:rccé:hm 2 Cel=mis
bentulr doltuvurmen evaluasi, tetaisi Ppelap oran :
altses masih terbatas. LnteEreml s LefsGrain PUG
4. Pelap oran 2. Pelaporan dalam LAKIP, LKPT, 3?;22 (Ef}gxﬂ%eri}g;?n{,?ﬁgfs
PLT <= dan I.PEI1> elum mensyajilcan . i z )
capaian PTG secara rinci FPastilcran lapaoran PTG muadah
=. Feraturan teltnis terlktait pelaporan dialcses, tran=p aran. San

belurm banyvals tersedia.

di gun alcan da=sar

ltelbijalcan.

sebagai




Sub-

Temuan Umum di Kabupaten/Kota

Rekomendasi Tindak Lanjut

Kategori
1) Fokuskan pilihan inovasi
unggulan vyang Ilebih kuat
1) Daerah telah melaporkan sejumlah ﬁicaéﬁ SubStan sl d::;;ﬂ:);g
inovasi PUG, seperti jingle per?*lbelrdayaan ekongm.i
sosialisasi, workshop pelajar, oerempuan layanan
program pemberdayaan perempuan perlindunga:n langsung, atau
(misalnya Serat Kartini), layanan data model D/IKRPPA ’
s, hingga sl 2) Prioritaskan inévasi an
_ UMKM berbasis koperasi. _ _ yand
Inovasi , berorientasi pada layanan
_ 2) |novasi cukup beragam, namun
Praktik : : langsung dan berdampak
Baik PUG sebagian besar masih berfokus pada ada kelombok A
sosialisasifedukasi dan belum Ejerem i P -
banyak yang memperlihatkan daya dlcijsabilitp:;s) ! ’
ungkit langsung terhadap ' : :
.= 3) Kembangkan inovasi
perubahan kondisi kesetaraan kolaboratif dengan
gender._ : melibatkan dunia usaha,
3) Integrasi lintas sektor dan skala iy — ———— dan
dampak inovasi masih terbatas. masyarakét sigl| ! untuk

memperluas jangkauan dan
dampak.




KETENTUAN SKOR
INOVASI

PEDOMAN PENILAIAN

Tidak ada inovasi ‘
Duplikasi tahap awal atau replikasi ‘

Duplikasi dengan kearifan local atau modifikasi

DAYA UNGKIT

Ada keterbaruan (ide baru atau gagasan baru), Terintegrasi dengan layanan/sistem lain

Berkelanjutan

Merupakan kewenangan K/L/D yang dicapai dengan cara konvensional

Merupakan kewenangan K/L/D yang dicapai dengan cara yang kreatif

&S O

O Tidak berdampak, tidak ada yang akses

20 Berdampak di wilayah yang bersangkutan

BERDAMPAK
MASIF

40 Berdampak hingga keluar wilayah

® KPPDANPA ® @KPP_PA (Q@KEMENPPPA D KEMEN PPPA ®WWW.KEMENPPPA.GO.ID



SARAN DAN REKOMENDASI

1. Penguatan Koordinasi dan Keterlibatan Pokja PUG
a. Perlu disusun rencana kerja Pokja PUG yang konkret, terarah, dan terintegrasi dengan
program kerja masing-masing unit.
b. Kepemimpinan Pokja PUG sebaiknya dikomandoi langsung oleh SEKDA untuk
memastikan pengambilan keputusan strategis lintas PD
c. Pengisian instrumen evaluasi harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota
Pokja, bukan hanya dibebankan kepada DP3A.
d. Hasil evaluasi PUG perlu diposisikan sebagali bahan refleksi kolektif, bukan untuk
mencari kesalahan, melainkan untuk perbaikan sistemik ke depan.
2. Ketidaksesuaian Dokumen
Banyak dokumen yang dikumpulkan tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis),
menunjukkan perlunya:
1) Peningkatan pemahaman operator dan pejabat approver;
2) Peningkatan akurasi dan validitas dokumen yang dilampirkan;
3) Pembekalan ulang terkait pengisian format yang sesuai standar evaluasi PUG.

Catatan : Evaluasi PUG di isi pertahun pengharggannya 2 th sekali
HP 08122582854



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

O KPPDANPA O @KPP_PA (9 @KEMENPPPA B KEMEN PPPA @WWW.KEMENPPPA.GO.ID
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4. Palembagaan FUC
b Ragdasy Hebyaian “ |a




Tabel 2 Matriks Rencana Pokja PUG Tahunan
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Tabel 3 Matriks Perubahan Rencana Pokja PUG S (Lima) Tahunan

Nama K/L/PD :
Tahun .....+.2025 sampai dengan 2029 (contoh)
TNE LALSIB0.Peruaban.
Indibasor Rencava oo Wawas am"“ (5.5abus).. TR SN ESARRO R
BQ Semeiad) 224l | aRs. | 20ah] s0ai.] 20aA.
(2 B | G @ &l 6l [V Bl | @i |
A Palembagaan PUG
W w o o v o8 o v v o s b




Tabel 4 Matriks Perubahan Rencana Pokja PUG Tahunan

Nama K/L/PD :
Tahun : 2027 (contoh)

BEDAR

Target
Tabua bagalan

Semula

MeTyas

Hukum

Uit

()

2

(3}

{4

]

(10)

(1)

12)




MATRIKS PEMANTAUAN TAHUNAN POKJA PUQJ
Nama K/L/PD x

Tahun Pemantauan :

Internalisas: PUG

Target
s Fomscioaoni | Mosan | Capmu | Cuwas ot | Tosiiiouh | PR gt ot
berjalan
(1) (2) (3) (4 (3) (6) (7) (8) (9)
C. Pelembagaan PUG.
1. Kebijakan
2. SDM dan

3. Data Terpﬁilah

D. PLG dalam b,
Droses.
Perencanaan

Pengang_garan

Pelaksanaan

Pemantauan

Evaluasi

Pengawasan

el Bl bl Bl Bl bodl b

Pelaporan




Langkah 1
Pilih
kebijakan/
program/
kegiatan
yang akan
dianalisis
Identifikasi
dan
tuliskan
tujuan dari
kebijakan/
program/
kegiatan

Tahap |

Semula: GAP 9 Langkah

Analisis Kebijakan yang responsif gender

Langkah 2

Data
pembuka
wawasan

Sajikan
data
pembuka
wawasan
yang
terpilah
menurut
jenis
kelamin,
kuantitatif
dan
kualitatif

Tahap I

Formulasi Kebijakan dan

rencana Aksi ke depan

Tahap I

Pengukuran hasil

Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Isu Gender Kebijakan & Rencana ASksi Pengukuran hasil
Faktor Sebab Sebab Reformulasi Rencana Data dasar Indikator
kesenjangan kesenjangan kesenjangan | tujuan aksi kinerja
gender internal eksternal
| Temu kenaliisu | Temu kenali Temu kenali | Reformulasikan Tetapkan | Tetapkan Tetapkan
gender di penyebab penyebab tujuan rencana data dasar indikator
proses kesenjangan kesenjangan | kebijakan/ aksi/ yang diambil | kinerja
perencanaan gender yang gender yang | program/ kegiatan dari langkah | (komponen
dengan berasal dari datang dari kegiatan bila yang 2 yang Jrincian
memperhatikan | internal lingkungan tujuan yang ada | diperlukan | relevan output
faktor-faktor Lembaga dan/ | eksternal belum responsif | untuk untuk maupun
kesenjangan: atau budaya Lembaga gender/belum mencapai mengukur outcome)
akses, organisasi pada proses | efektif untuk tujuan pencapaian | yang
partisipasi, pelaksanaan | menjawab isu yang tujuan di menjadi
kontrol dan program/ gender yang responsif langkah 6 alat ukur
manfaat kegiatan diuraikan di gender/ pencapaian
(Cantumkan langkah 2,34 menjawab tujuan di
hanya faktor dan 5 isu gender langkah 6
kesenjangan di langkah
yang relevan) 34dan5

Revisi: GAP 4 Langkah

Langkah 1 Tentukan satu isu gender strategis dari indikator pembangunan
- kesetaraan gender (misalnya: IPG, IDG, IKG)
Langkah 2 Identifikasi faktor-faktor penyebabnya
Langkah 3 Susun Rencana Aksi (menggunakan Kerangka Kerja Logis) yang terdiri dari
5 elemen, yaitu input, aktivitas, output, outcome, impact
Langkah 4 Identifikasi Kementerian/Lembaga yang relevan

41




PETUNJUK PENGISIAN GENDER ACTION BUDGET :
LAMPIRAN Il PMK No 62 Tahun 2023 halaman 359

FORMAT GENDER ACTION BUDGET

R); Poroant BAK/TOR PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR
KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE v i< i % ar 3 R HE
KELUARAN (OUTPUT) TA 20XX (1) |Diisi nama Kementerian/Lembaga,
. (2) [Diisi nama unit eselon I/II sebagai penanggung jawab Program.
st o R - (3) [Disi nama Program sesuai dengan dokumen Renja K/L.
Program SN RO DA @ (4) [Diisi dengan Sasaran Program yang akan dicapai dalam Program.
Sasaran Program g N T TTY T ) (5) DIISI indikator l.(meqa P"Osfam'
Indikator Kinerja Program £ ) DD S PP AR SO SOyt R L 5) [6) Diisi nama Keglamn sesuai dengan dokumen Renja K/ L.
I (7) |Diisi Sasaran Kegiatan.
Kegiatan P esiesesestesesssiiainaisaniasinnarasaintsesanine 6) (BJ Diisi indikator K'inerja Kegiatan‘
Sasaran Kegintan B aRvATRsaEEseenIpe PO IEe A TINEPYEATIEIORSASABONANY 7 (QJ Dum namj nomenklatur Klasifikasi Rincian Output.
Indikator Kinerja Kegiatan SR IR (#) (10) Diisi Indikator Klasifikasi Rincian Output (opsional).
AR N S B 11) |Diisi nama/nomenklatur RO.
Klasifikasi Rincian Output I PR ST e N PR R ey s d  hro Sen A FCRY. (9) (12) [Diisi Indikator RO. (opsional)
Indikator KRO (opsional) R o PRI (10) (13) |Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas RO yang dihasilkan,
U (14) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka
Rincian Output I o IR o) (11) ngukuran kuantitas RO sesuai dengan karakteristiknya
T == (15) Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yan
Indikator RO (opsional) B N (12) ter kaxt langsung dengan RO yang akan dilaksanakan.
ERE SR DR R AR (16} Diisi gambaran umum mengenai. mgglgnwlumegg_ ng akan|
Volume RO Y 1o T S L O Y S P T (LT L T VY P DR oo dilaksanaka ) L = 1S ) £ 3 }
Satuan RO T D D s es W amaan gender ( ‘.‘-. nde
A. Latar Belakang
VR o T ) LT T A R S S ST SR (15)
2. Gambaran UmMUm o (16)
B. Penerima Manfant. ... ... (17)
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode PelaKSAaNaam., ... oo (18)
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan............ (19
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.................. (20) (= . 5 i 5. o
E. Biaya Yang DIperlukan. ... 21) terpilah berdasarkan jenis kelamin .L_: NDo! ¢ umur. . ‘
(18) Diisi dcngan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau
Penanggung Jawab Kegiatan, swakelola.
(19) Diisi dengan tahapan yang digunakan dalam pencapaian RO,
(20) Diisi dengan kurun waktu pelaksanaan pencapaian RO.
BRI onersrpesimrarioieiish (22) (21) Diisi dengan total anggaran yvang dibutuhkan untuk pencapaian
NIP/NRP......ccoooununriinns (23) [Keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB
erlampir.
(22) Diisi dengan nama KPA/penanggung jawab kegiatan.
1(23) Diisi dengan NIP/NRP KPA/penanggung jawab kegiatan.,




1. Dasar HUKUM ....ooouii e et e e e e e e enenns (15)

Uraikan kerangka hukum yang mengamanatkan unit kerja/eselon I/Il kepada RO yang diusulkan. Kerangka hukum harus
memasukkan setidaknya satu peraturan perundangan terkait kesetaraan gender, misalnya (i) Komitmen Internasional yang

diadopsi secara formal oleh negara, seperti dalam (CEDAW, SDGs) dan (ii) salah satu dari Dokumen Perencanaan Negara
seperti RPJP, RPIJMN, RKP dan/atau Renja.

2. Gambaran UmUm ... s v s e s e s e s e a s e s s nranrn e nm e nnnaneeees (16)

1. jelaskan analisis konteks/situasi laki-laki dan perempuan dari RO yang diusulkan, dilengkapi dengan data

terpilah/data yang relevan termasuk apakah terdapat kesenjangan pada A,P, K, M pada pelaksana/penerima manfaat
secara tepat.

2. menjelaskan apa definisi operasional dari RO responsif gender yang diusulkan, yaitu menjelaskan apakah,mengapa
dan bagaimana RO ini disebut sebagai RO yang responsif gender

3. jelaskan bagaimana RO ini akan berkontribusi dalam melaksanakan Pembangunan kesetaraan gender, termasuk
rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan ruang lingkup RO

B. PenerimaManfaat..........cccooi i (17)

Jelaskan penerima manfaat RO yang diusulkan, baik langsung maupun tidak langsung, jika berlaku. Untuk setiap kategori,
sertakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin/daerah/kelompok umur.

C. Strategi untuk Mencapai Keluaran (Output)
Metode Pelaksanaan .............coooviiiii i (18)
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.............cccooooiiiiiiiiiincci e (19)

Metode dan Tahapan Pelaksanaan menjelaskan rencana aksi dalam mengintegrasikan aspek gender sesuai dengan
karakteristik Grup KRO dan satuan RO






